
SABI 

PEN'OAHULUAN' 

Pada saat sekarang ini negara Indonesia sedang giat-gjat mcmasuki sistem 

demokrasi yang bermuara kcpada penegakan hak-hak umum masyarakat luas, yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-lmdang Dasar 19-15. Oleh karenanya sejal,,: 

semula kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak dapat 

melcpaskan <liri dari ikatun-ikatan yang disebut dengan :uuran atau norma. Dapat 

dikatakan bah\\ a hukum adalah suatu gejala sosial yang berani dimana ada 

masyarakat disitu ada hukum. Hal tcrsebut merupakan pemyataan singkat yang 

ridak dapat dihantah lagi dan tidak ada masyarakat yang kehidupann) a tidak 

tersentuh oleh hukum. 

Dalam hal ini konsumen juga termasuk masyarakat yang tidak terlepas dari 

hukum dimana kehidupnn yang semakin bcrkembang ini. keterbntasan 

pengctahuan konsumen mengenai kcwajaran mutu dan harga bar.ing atau _j<1:;a 

selama ini telah menempatkan posisi konsumcn sebagai mangsa produsenlpelaku 

usahu. Kcadaan ini diperparah lagi dengan sikap tak mau tahu pelaku 

usaha/produsen dalan1 menanggapi keluhan konsumen tcrhadap jasa monopoli 

sepcrti telepon, air minum. listrik dun Jain sebagainya. Dalam keadaan :ang 

demikian konsumen tidak memiliki kekuatan yang berani. Bahwa untuk 

meningkatkan harkat dun manabat konsumcn perlu ditingkmkan kesad•1ran. 
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penge1ahuan. kcpedulian. kcmampuan dan kemandirian konsumcn umuk 

melindungi dirinya scrta mcnumbuh kembangkan sikap pclaku usaha yang 

bertanggung jawab. Dengan kcadaan scpcrti inilah pcmcrintuh berusttha mengatasi 

pennasalahan pcrlindungun konsumen ini yaitu dcngan menerbitkan Undang

Undang �o. 8 Tahun 1999 1cntang Perlindungan Konsumcn. 

Dengan bcrlakunya Undang-Undang Perlindungan "-.onsumen tersebut. 

penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan tcrhadap konsumen dapai 

diberlakukan sama bagi sctiap konsumen maupun pclaku usaha. Yang mana 

undang-undang ini mcrupakan payung hukum masyarakut untuk mclindungi 

haknya atau sctidak·tidaknya konsumen telah mcmiliki senjata dalam 

mempenahankan hakn)a. Ocngan demikian diharapkan pelaku usaha dapat 

meningkatkan citrany a dengan mcningka1kan kualitas produk jasanya. 

Umuk p.!ncgakan perlindungan kepada konsumcn maka konswnen perlu 

disediakan mekanismc atau penyediaan sarana hukum dan pcnegakannya. Dcngan 

dcmikian efekti r tiduknya perlindungan konsumen pada suotu negara 1idak scmata

mata bergantung kcpada lcrnbaga konsumen sendiri tctapi juga kepedulian 

pemerintah, khu�usnya melalui instituisi yang dibentuk untuk rnclindungi 

konsumcn. Persoalan pcrlindungan hukum bagi konsumcn inilah yang akan 

diuraikan lebih lanju1 sckaligus menjadi alasan mengapa sccara akadcmik 

penelirian ini perlu dilakukan. 
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